GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 440/37 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCr.rATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

Menimbang :

Mengingat

a.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis
yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh
mycobacterium tuberculosis, yang dapat menyerang paru
dan  organ lainnya, perlu dilakukan upaya

penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan
berkesinambungan;

. bahwa dalam rangka koordinasi percepatan

penanggulangan tuberkulosis, mensinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan percepatan Eliminasi
Tuberkulosis secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi
dengan melibatkan lintas sektor di daerah, dibentuk Tim
Percepatan Penanggulangan Tuberkuiosis yang
beranggotakan unsur instansi vertikal di Daerah;

. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 Peraturan Presiden

Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan
Tuberkulosis, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk
Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis yang
ditctapkaii oiehh Gubernur;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan  Keputusan Gubernur tentang Tim
Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2029;

.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6856);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);



Menetapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang
Penanggulangan  Tuberkulosis = (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);

5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013,
Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 57);

6. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Daerah
Provinsi Jawa TengahTahun 2020 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2029, dengan susunan
keanggotaan, uraian tugas dan target kinerja sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa
Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
memiliki tugas mengoordinasikan, mensinergikan, dan
mengevaluasi secara efektif, menyeluruh dan terintegrasi
atas penyelenggaraan percepatan Eliminasi Tuberkulosis
(TBC) di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
diktum KETIGA, Tim mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Menyusunan rencana Kkerja tahunan untuk mencapai
target Eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa
Tengah,; -

b. Menyediakan dan mengoptimalkan sumberdaya dalam
rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

c. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan
percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC).

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada:



a. Anggaran Pendapatan dan Belaniz Daerah Provinsi
Jawa Tengah; dan

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth\\:

Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia,;

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia;

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah,

0. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah;

1. Tim Percepatan Penanggulangan TuberkulosisProvinsi
Jawa Jawa Tengah Tahun 2024-2029.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR  440/37 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024-2029

NO. NAMA /JABATAN /INSTANSI NEEUDOEAN TUGAS
DALAM TIM :
1. | PENGARAH :
1. | Gubernur Jawa Tengah. Ketua . Memberikan atahan kebijakan percepatan penanggulangan
2. | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov1ns1 Anggota Tuberkulosis (1BC); dan ‘
- | Jawa Tengah. . Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi
3. | Panglima Komando DaerahsMiliter IV/Diponegoro. Anggota penyelesaian kendala maupun hambatan pelaksanaan
4. | Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Anggota kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC]).
5. | Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah. Anggota :
Ii. | PELAKSANA
1. | Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ketua Umum | a. Memimpin pelaksanaan kegiatan percepataxt
penanggulangan Tuberkulosis (TBC); dan :
. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan |
percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada |
Gubernur, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam |
bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
2. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ketua Harian | a. Mengoordinasikan penyusunan rencana kegiatan !
Sekretaris Provinsi Jawa Tengah. percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC dari
seluruh anggota |
. Mengoordinasikan ketersediaan sumber daya yang |
3. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Sekretaris 1 dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan |




KEDUDUKARN

NO. NAMA /JABATAN/INSTANSI DALAM TITM TUGAS
4. | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Sekretaris 2 penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari seluruh anggota;
Daerah ProvinsiJawa Tengah. . Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan
penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dari seluruh anggota; |
. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan
kegiatan seluruh anggota untuk percepatan |
penanggulangan Tuberkulesis {TBC); dan
' . Melaporkan perkcmbangan pelaksanaan kegiata 1
percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada
Ketua Umum, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) |
bulan dan/atau sewaktuwaktu apabila diperlukan. |
A. POKJA ADVOKASI |
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Koordinator . Advokasi ke Perangkat Daerah dan stakeholder Provinsi |
Daerah ProvinsiJawa Tengah. Jawa Tengah serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. | Kepala Biro Pemerintahan, Otonomni Daerah dan Anggota terkait dukungan terhadap upaya percepatan eliminasi
Kerjasama Sekretatiat Daerah Provinsi Tuberkulosis (TBC) di Jawa Tengah; \
Jawa Tengah. . Memobilisasi Instansi/Organisasi Non Pemerintah untuk
3. | Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Anggota mendukung pelaksanaan upaya percepatan eliminasi'
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa Tengah:
Kepala Biro H1kum Sekretariat Caerah Provinsi Anggota . Menetapkan  kebijekan  percepatan ; penanggulangar
Jawa Tengah. : Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa Ternigah; |
5. | Kepala Kepolisian Deerah Jawa Tengah Anggota . Mengoordinasikan percepatan kerjasama dan kemitraan

(Direktorat Pembinaan Masyarakat)

. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup |

dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan
percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi
Jawa Tengah; dan '

Pokja kepada Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila
diperlukan.




NO. NAMA /JABATAN/INSTANSI EEDUDERAR TUGAS
DALAM TIM :
B. POKJA INTERVENSI
1. | Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Koordinator Menyusun rencana kerja tahunan di institusi masing-
2,| Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan pada ‘Anggota masing untuk mendukung pencapaiar target eliminasi
Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah. { Tuberkulosis (TBC) di Provinsi Jawa Tengah;
3. | Kepala Kesehatan Komando Daerah Militer ‘Anggota Menyediakan dan rengoptimalkan sumber daya di
| IV/Diponegoro. _ ; institusi masing-masing dalam rarngka percepatan
4. | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Anggota genanfgu lar;gan duperialosis (TG di Provinsi
Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. KSR engat. . _
5.| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Anggota Mex}gkoordl?a a  ’n 'dan 'menger-ldahkan pelakamnaan
Fas Teim 4 kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan
- i penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi
6. | Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Anggota Jawa Tengah; :
K Kedeputian Wilayah VI. ’
= K:S:l:ta];lad:nep;:jnele; ay:ra Jaminan  Sosial e Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
' p ) Y g8 : g8 kegiatan di institusi masing-masing, untuk percepatan
Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah sl Tuberkulosis (TBC) di Provinsi
dan Daerah Istimewa Yogyakarta. P i ean : o ESESERE
_ " - A _ Jawa Tengah;
&. | Kepala Dm.as Sosial Prc.)v'lnm Jassa, Tengsi, Anggoin Merumuskan  alternatif penyelesaian kendala dan
9. Kepe?la. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota hambatan dalam pelaksanaan intervensi percepatan
Provinsi Jawa Tengah. penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Provinsi
10. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Anggota Jawa Tengah;

Permukiman Provinsi Jawa Tengah.




KEDUDUKAN

NO NAMA /JABATAN/INSTANSI TUGAS
DALAM TIM

i1. | Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Anggota Memfasilitasi dukungan teknis bagi Pemerintah Kab/Kota

| 12. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Anggota dalam pelaksanaan percepatan penanggulan Tuberkulosis
Provinsi Jawa Tengah. (TBC} di Provinsi Jawa Tengah; -

13. | Kepala Dinas Pemberdayaan  Perempuar, Anggota Meningkatkar. upaya pemberdayaan masyarakat untuk
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC) di
Keluarga Berencana ProvinsiJawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah;

14. | Kepala Dinas Pemberdayaar. Masyarakat, Desa, Anggota Melakukan upaya penjaminan’ mutu layanan melalui
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi kegiatan pembinaan teknis. dan supervisi ‘yang
Jawa Tengah. dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan

15. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Anggota berjenjang dengan melibatkan koalisi Organisasi Profesi
Provinsi Jawa Tengah. P dan Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan setempat;

16. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Anggota Melakukan pendampingan dalam pengobatan dan
Menengah ProvinsiJawa Tengah , memberikan dukungan suplemen pada penderita untuk

17. | Ketua Koalisi Organisasi Profesi Indonesia untuk Anggota percepatan penyembuhan; dan
P2TBC(KOPI-TBC) Jawa Tengah. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup

18. | Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jawa Tengah. Anggota Pokja kepada Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali

19. | Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesiu Anggota gglanlausal(fnam) bulan dan/ataq sewakiu waktu apabila
(PPNI) Jawa Tengah. tper

20. | Ketua Ikatan  Apoteker Indonesia  (IA]) Anggota
Jawa Tengah.

|21. | Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Anggota
Medik Indonesia (PATELKI) Jawa Tengah.

22. | Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia (PARI) Anggota

JawaTengah.










